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Abslrsct: Tlrc resecn'ch studies abotLL Lhe fctrrrnLlation of u'irnincLl lau Lotuan-d the eJlort oJ
a"itninal act preuention in Lhe Ordinance Program of Anti Pornoclraphy and Latusuit
(Rancangan [Jndanq -LJndanct Anti Pornoqroli dan Pornoaksi/RI]II APP). The researchuses
rLorntaLiue-errytirical.ju'isdicLion oppt'ooch. l'he resuLt of research btdicates Lhat crirrinal
policy in the uaAS of crininal acL preuerrtion hrcluded tn t<llll APP LhaL is Lhrough penal
and nonpenal\ilrcs. Exeailiue bocly u;hich establishes n corrstitr ilion ltas arcanged tlllUAPP
incltLded its penal sancliorts, so the orienlation of this policq uses rnore ltenal priority in
crimbrul act of porrtography and LawstLit preuenticttt.

Keg uords: lorntulation pctlicy, anti pornographq ctnd lcu.ustrit.

I. I'IINI)AIIIII,TIAN

llebelaper u,alit u belahangii n ini,
masyarakat Indonesia lbkus perhaliannya
tertuju pada perbedaan pendapat, pro-
konIra [crhaclap lieberada an dan
pernaharnan tiga persoalan, .vailu rencaria
penerbitan maf alah Playboy versi Indonesia
di bnlan Maret 2006, tetapi tertunda yang
konon al<an lerbit tanggal 7 April z006,
AI'M Kondom (uending nnchine), serta
pengaturan antipornografi dan pornoaksi
dalam I{ancangan Undang-undang
Antipornograli dan Pornoaksi (l{UU AI']P)
yang sekarang sedang diproses dan
disosialisasikan oleh l)ansus l{tluAPP l)PR
lU ke sejumlah daerah di Indonesia.

Masuknya majalah Playboy ke lndonesia
mengundang )<omenlar hampir semua
elemen masyaraJ<at. Penihmat maialatr
erotis, penuh sensual, c-[an rnenart,arkalr
rangsangan birahi kepircla pc:rnbacanya ini
sudah ada yang bersedia rnernbzryar uang
muka So% unLuk mendapatkannya
(l,ampung Post, z8 Januari zoo6). Orang-
orang yang berada di belakang peredaran
rnajalalr Plcryboy sangal dianggap sebagai
upaya paling efektil unLuk rnenghancurkan
moralitas bar-rgsa lndonesia.

Personlarr beril<ulnya yaitu keberaclaan
A'I'M I(ondom (uendtng rnacltine)
khususnya di I'}ropinsi Larnpung masih
menyisalian perdebatan Sebagai data,
perganlian Lahun barr-r 2oo6 lalu
menuniukkan angka penjualan kondorn
meningkat hingga Bo%. Oleh karena itu
penggunaan ATM Kondom perlu diau,asi
(I-ampung I)osl, zo l,'ebruari 2006).

Persoalan terakhir, menyangkut pornografi
dan pornoaksi yang merupakan masalah
paling menoniol dibandingkan pro-kontra
terhadap majalah l'layboy dan A'llM
I(ondom. Kasus foto bugil antara
Arfiasmara dengan Isabel Yahya. meyakini
perbuatan yang dilakukan dengan berpose
bugil adalah karya seni dan bukan
pornografi seperti yang diLudrlhl<an Iiront
I'embela Islam (Itl'}I).lsabel Yahya sudah
di.jadihan Lersangka oleh pen.vidik l,olcla
Metro ,Ja1-a, Senrentara ilu, pengacaranya,
'l'odung Mulya Lubis berpendapat kasus
yang ter.jadi saat panleran seni rupa
inlernasional CP lliennale tersebut tidak
memilil<i dasar hukum karena sebuah
karya instalasi yang dipamerkan tertutnp
di ruangan khusus (Lampost, z4 Februari
2oo6).
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Panggung dangdul dan musik pop pun
sering menyuguhkan pornoaksi-nya
sejumlah penya1rl pop, pedarrgdut Annisa
Rahar, Uut Permatasari, Ira Sr,r,ara, dan
terularna penyanvi-penari [enornenal
goyang ngebor Inul l)aratista. l)enyzrnyi
yang Lerakhir ini, aklrirrrya terlibat
perseteruan dengau lihorna Irirma yang
rnenghujat ga-va Inul seltagai perusak
rnoral bangsa (Larrrprirrg ))osl, 2 liebruari
2oo6).

Pornograli juga sudah rneniadi komoditas
yang sangat mengunlungkan dengan side
effect-nya yang rnudah memicu terjadinya
kejahatan kekerasan seksual. Lampung
Posl" beberapa kali memuat berita tentang
penjual gambar porno khusus handphone
(HI']), seperti di daerah Panjang, llandar
Larripung pelakrlnya ditangkap polisi saat
bertransaksi dengarr pembeli garrrbar porno
yang di-dotunload dari inLernet (r4,Januari
zoo6); Selama enarlr bulan berbisnis
ganLbal porno I.IP, seorang pentilik kios
mengaku telah menjual 87.ooo lilm dan
gambar porno lI P dengan h arga
l{pro.ooo,oo unlul< ernpat gambar atatr
film (Lampost r5 Januari zoo6); Iremilik
rental ditangkap aparat l,olsek Sukarame,
Ilandar Lampung karena disangka
menyewakan uideo contpact disc (VCD)
porno. (Lampostt, zz liebruari zoo6).

Sernentzrra itu, Kelua Umum Ilersatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tarman
Azarn rnengatakan kebebasan pers harus
dihormati sernua pihak, tetapi l<etika orarlg
mengatasnamakan kebebasan dan
kemerdekaan pers unLuk semuanva,
kebebasan itu harus dibatasi. Sekarang
orang berpenclapat pornografi rnerupakarr
kebebasan pers, Letapi perh.r diingatkan
pornografi merupakan produk industri
hiburan, bukan produk pers. 'I'arman
menconLohkan, Majalah Playboy versi
Indonesia yang mr-rlai terbit Maret 2006
tampak menggunakan dalih kebebasan
pers. (Lamposl z6 Irebruiiri zo06).

Paparan di atas rrenunjukkan bahwa tidak
hanya tabloid, majalah, dan VCD-DVD
porilo, juga tayangarr rnedia elekLronik

'seronok' semakin merajalela. Keresahau
yang dialami masyarakat ini merespon
pembentuk undang-undang untuk
menyusun I{UU AlrP. Upaya atau
kebijakan untuk melakul<an pencegahan
dan Penanggulangan Kejahatan (ppK)
menurut llarda Nawawi Arief (z<>or:74)
lermasul< bidang "kebiiakan kriminal"
(O"iminal P olicy) . Kebij akan kriminal tidal<
Lerlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu
kebijakan sosial (social policy) yang terdiri
dari kebijakan/upaya-upaya untuk
keseiahteraan sosial (social us elfar e p olicy)
dan kebiiakan/upaya-upaya untuk
perlindnngan masyarakat (sociol deJence
policy). Selanjutnya kebijakan
penanggulangan keiahatan dapat
diidentifikasikan hal,hal pokok sebagai
berikul : a. Pencegahan dan
penanggulangan kejahatan irarus
menunjang tujuan (goal), b. Pencegahan
dan Penarrggulangan Kejahatan (lrlrK)
harus dilakukan dengan pendekatan
inlegral, ada keseimbangan sarana "penal"
dan "non penal", c. Pencegahan dan
Penanggulangan Keiahatan (PPK) dengan
sarana "penal" merupakan "penel policy
atan "penel lau-ertfot"cernenL policy" yang
fungsionalisasi/ operasionalisasinya melalui
beberapa tahap: Irorrnulasi (kebijakan
Iegislatif), Aplikasi (kebijakanyudikatif/
yudicial), Eksekusi (kebijakan eksekutif/
administrasi).

IJerdasarkan uraian di atas maka
permasalahannya adalah: a.Apakah
kebijakan l<riminal dalam upaya
penanggulangan Lindak pidana dalam l{UU
Al']l']? b.Apakah kebijakan formulasi hukum
pidana daiarn penentuan perbuatan pidana
dan perLanggnngjawaban pidana dalam
RUU APP? c.Apakah faktor penghambar
daiam penentuan kebiiakan formulasi
hukum pidana terhadap upaya
penanggulangan tindak pidana dalam RUU
APP?

II. MI''I'OI)Ii PIINIiI,ITIAN

Metode pendekatan masalah yang
digunakan dalam penelitian adalah yuridis
normatif dan yuridis empiris yang didukung
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oleh pendapat dari nara sumber. Populasi
clalarn penelitian adalah praklisi dan
akadernisi. Sampel penelitian adalah: Dosen
hukum pidana ltaliultzrs IIukum
Unirrer:sitas Lampurig 6 or:ing, pen-vidik
Poltabes llandar l,ampung 2 orang, jaksa
Kejaksaan Negeri Barrdar Lampung 2

orang, hakim Pengadilan Negeri Kelas IA
T'g.Karang 2 orang, Setelah data krkumpul
kemudian diolah dengan menggunakan
metode analisis kuaiitatil.

III. HAS{L I)AN I'I1I,MI}AI'IASAN

g.t Keb;jakan Kriminal dalam tlpaya
Penanggulangan'l'indak l'idana
dalam Il"tIfI Antipornografi dan
Pornoaksi

Upaya penarrggulangan keiahaLan secara
garis besar dapat dibagi nienjadi clua, yaitu
Iern,aL jalur penal dan ler,r,a[.jalur non-penal.
MengingaI pernben luli undang-undang
sudah menyusun I{llti APP dengan
mualan sanksi pidananva, maka orienLasi
penelitian ini lebiir mengedepankan upaya
penal dalam penanggularigan tindal< pidana
pornografi dan pornoaltsi.

Kebijakan krinrinal yang mencakup
pendekatan penal melalui sistem peradilan
pidana, dengan sendirinya akan
bersentuhan dengan l<riminalisasi yang
mengatur ruang lingkup perbuatan yang
bersifaL melawan hukunl, pertanggung-
jar.vaban pidana cl:-rn sanksi ),ang dapal
dijatuhkan baih berr-ipa pidana maLrpLln
tindakan Kriminalisasi Ientu harus
dilal<ukan secara hati-hati, jangan sampai
menirnbr-rikan represif yang melanggar
prinsip ultimr-rm rernedium dan menjadi
burnerang dalam kehidupari sosial, yaitu
berupa krirninalis:rsi berlebihan yarrg
mengurangi wibau,a hukum (N{uladi,
zooz:zot)

Di-era demokratisasi saaL ini nterumusl<an
peraluran hukum harus memper-
timbangkan secara komprehensif beragam
ciimensi persoalan. Semua aspirasi (supra
strul<tur, infra strukLur, kepaharan dan

aspirasi Internasional) dan pelbagai
kepentingan harus diselaraskan dan
diserasil<an.

Kebijakan kriminal sangat erat
hubungannya dengan penegakan hukum
sebagaimana dikatakan oleh Sudarto (r9Br:
rr3) ada 3 arti rnengenai kebi.jakan kriminal
yaitu:

t) Dalam arti sempit, ialah: keseluruhan
asas dan metode yang menjadi dasar
dari reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang berupa pidana;

2) Dalam arti luas, ialah: keseluruhan
tupgsi dari aparatur penegak hukum,
terrnasuk di dalanrnya cara kerja dari
pengadilan dan polisi.

3) Dalam ar"Li paiing luas, ialah
keseluruhau kebi jakarl, yang dilakukan
rnelzilui perundang-undangan dan
badan-badan resrni yang bertuiuarr
un tuk rnenegtrkkan norma-norma
senLral dari masyar:akat.

Selanjutnya di dalam konsiderans RUU
APP, disebutl<an bahr,va a) untuk
mewujudkan tatanan masyarakat
Indonesia yang serasi dan harmonis dalam
keanekaragaman suhu, agama, dan
golongan, diperlukan adanya sikap dan
perilaku masyarakat yang dilandasi moral
dan kepribadian luhur dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Iisa; b) bahwa
meningliatnya pembuatan, penyebar-
luasan, dan penggunaan pornografi dan
perbuatnn sangal memprihatinkan dan
dapat mengancarn kehidupan masyarakat
yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang
Maha })sa; c) irahlva peraturan perundang-
undangan yar-rg ada sampai saat ini belum
secara l-egas mengatur seliingga dibentuk
Undang-Undang tenlang Anti Pornografi
dan Pornoaksi.

I{esponderr Kasubsi l'}roduksi dan Sarana
Inrelijen Kejari Bandar Lampung
mengatakan bahwa dalam penentuan
kebiiakan folmulasi hukum pidana
khususnSra untul< RUU Al']l'] tidak terlepas
dari l<ebiiakan formulasi hukum pidana
pada umumnya yaitu pembentukan
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L

peraturan perundang-undangan vang
mendukung Sistem Peradilan Pidana dan
RUU Al'}P tidak melenceng dari tujuan
hukum nasional.

llerkaitan dengan hal di atas bagi kelornpok
pro menga[akan bahrva di ]ndonesia
mayoritas penduduknya beragama Islam,
sebagai masyarahaL yarrg l{eligius, tentunya
tidak akan melahirkan sebuah [-IU yalg
bertentangan dengan nilai rrilai -nilai
aBama, dan sernua agarrra ruenolak
l"entang pornoaksi dan pornografi.
Demikian salah satu kesirnpulan -rapai
Audiensi Paniiia K}rusi-rs (l'ausus) ltllll AI']l']
yang dipimpin oieh l(eLtra l)ansus llalhan
Kaplale (F-PD) dengan Orrnas Islam.

Fenomena pornogra[i di rnasvai:a1<at .f uga

terlihat dari survei 1,aug dilal,r-rlian oleh
Yayasan Kita rltrn lluah IIati iternah
melakukan sunei separ-riang tahun zoo5 di
antara kalangan anak-iinali Sl), usia 9-rz
tahun. ltespondennya L.7oS anak di
Jabodetabek. Dil.emukan, ternyata [3o
persen dari anak-anak itu sudah rnengakses
materi pornografi dari bermacam-rlacam
sumber: komik-l<omik, VCD/l)VD, dan
situs-situs porno. Di Indonesia, komik-
l<omik porno harganya cuma I{p z.ooo-l{p
3.ooo, sementara VCD porno bisa l{p
1o.ooo dua keping. ltu bisa dibeli di stasiun
kereta, di depan sekolah, cii depan kantor
polisi, bisa di rnana sa ja. Survei lain,
misalnya dari IIKI(IIN 2oor, menyebutkan
han-rpir 4o persel) r-e rn:ija pern ait
berhubrlngan seks sebeium meniliah. llllC
dan CNN pada 2o0r juga pernah
melaporkan, Indonesia dan l{usia
merupakan pemasol< ter:besar materi
pornografi anak, anak-arral< ditarnpilkan
dalam adegari seksual (ltepr-rblika, zr Mei
zoo6).

Kebijakan kriminai sebagai upaya
penanggulangan tidak pidana pornoaksi
dan pornogrtrli maka sebagai umat Islam
l-entu mendukung sepenuhnya IIUU A1,1,
ini perlu untuk segera clisahkan. Di dalaur
l'rab I Ketenluan Llrnllur Pasal I ltllti APP
ada zo ayaL berisiltarr pengert.ian vang

berhubungan dengan ruang lingkup
perbuatan dan subyek tidak pidana
pornograli dan pornoaksi. Pengertian dari
Pornografi adalah substansi dalam media
atau alat kornunil<asi yang dibuat untuk
menyampaikan gagasan-gagasan yang
mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/
atau erotika.

Dari ketentuan Pasal r RUU APP di atas
dapat diketahui bahwa pengertian
pornograli dan pornoaksi dijabarkan lagi
dan dijelaskan sedemikian rupa y?lng
sebelumnya di dalam Kullll tidak diatur
secara rinci. Sebagai saLu l<esaluan proses,
maka tahap kebijakan ini sesuai dengan
teori kebijakan kriminal dapat pula disebut
sebagai lahap kebiiakan legislatif yang
rnernpakan lahap paling strategis. Dari
Lahap ltebi.iakan legislatif inilah diharapkan
i,Ldanya suatu garis pedornan untuk Lahap-
tahap berikutnya. Ketentuan pidana dan
perlanggungjar,vabarr pidana dalam l{UU
API']oieh tim penyusun ltllU sudah digodok
sedemikian rupa dengan masukan-
masuhan dari MUI Pusat, kalangan
ulama/tokoh masyarakat dan instansi-
instatrsi terl<ai[.

I)alam Pasal z l{UU APP ini juga
disebuLl<au bahlva: pelarangan terhadap
pembuatan, penyebarlllasan, dan
penggllnaan pornografi serta perbuatan
dan per-rye) enggaraan pornoaksi berasaskan
keimanan dan ketaqwaan kepada 1'uhan
Yang Miiha [,,sa dengan memperhati]<an
rrilai-nilai budaya, susila, dan mora1,
keadilan, perlindr-rngan hukum, dan
}<epzrstian hul<um.

Dari asas dan tujr-ran antipornografi dan
pornoal<si tersebut dapat diketahui bahwa
dengan clibuatnya UU AI']P ini merupakan
salah satu kebijal<an kriminal dalam upaya
penanggulangan tidak pidana pornografi
dan pornoaksi di samping pemberian sanksi
pidana yang cukup beral agar orang takut
untuli berbuaI dan bagi yang sr.rdah pernah
tidal< al<an mengulangi lagi perbuatannya.

Dalanr kebiiakan krirninalisasi/ penalisasi
dalam upaya penanggulangan tindak
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pidana dalarn I{IJU APl'] bahr,va r-rntuk
menetapkan sualu perbuatan merupakan
tindak krirrrinal harus memperhatikan
beberapa kr:iLeria )/aitLl :perbuaLan itu tidali
disukai alau dibenci oleh masyarakat.biaya
mengkrirninalisasi perbuaLan itu seimbang
dengan hasil yang akan dicapai apakah
akan menainbah beban aparat perregak
hukum yang Lidak seimbang atau nyata-
nyata tidak da pat diemban oleh
kemtrnrpr,rit n 1r2 n * di rrrili kin1,'a.

Dalaur ran.gka kebiiakan lirirninai Lerha<lap

upilya penrlI)g,gulangatt tind:rli piclitttir
dalarn l{Utl nl)P pacla l}ab JV l)asal 4rl
sampai dengan I)asal5tt clisebuLkan adanya
Iladan Anti Pornografi dan I'ornoaksi
N:rsional (llAl'PN). l'}ada tlab V I'asal 5t
diatur tenLang peiran serfa rnasyarakat dart
pada llab VI Pasal S2 salrlpzri l']asal 54
ten tarrg peran pcrnerirt Lah.

3.2 Kebijakan Formulasi Hukum
I'idana dalam Penentuan
Perbuatan, Pidana dan
Pertanggungjawaban l'idana
dalam RUtl Antipornografi dan
Pornoaksi

Sehubungan dengan kebiiakan formulasi
hukum pidana dalam penentuan
perbuatan, pidana datr pertangungf ar,vaban

pidana dalarn l{UU API) khususuya,
kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu
suatu perencanaan aLau program dari
pembuat undang-undang mengenai apa
yang akan dilaltukan dalam menghadapi
problem tertentr.r dan cara bagaimana
melakukan atau melaksanakan sesuaLu
yang telah direncanakan atau
diprogramkan itu. I'ahap kebijakan
legislatif dapat juga disebut tahap formulasi,
yang merupakan salah saLu maLa ranlai
dari perencanaan penegakan hul<um,
khusr-rsrrya bagian d:rri proses [<on]<retisasi
pidana. 'I'ahap liebi.fakan Iegislatif ini
merupakan tahap aw.al dan sekaligus
merupahan surnbel Inndasan dari proses
konkretisasi pidana berikulnva, yaitu tahap
peneraparr pidana dan pelaksallaan pidana

sesuai dengan apa yang disampaikan Barda
Narvarvi Arief (t9B4i t7S).

I'envuiudan dari tahap pertama, yaitu
Lahap penetaparr pidana oleh pernbuat
undang-undang atau tahap kebijakan
legislatil/formulatif dalam penentuan
perbualarr pidana dan pertangungjawaban
pidana dalam I{UU APP, yaitu:

l. ltuang lingkup perbuatan yang
dapat dipidtrna

Ituang lingkLrp perbuatan yang dapat
dipirlana nreunrut [tUU Al']P, adiilah:

I{r-rang, lirigltr-rp pengaluran pornografi dan
pornoaksi vaitu segala bentr"rk kegiatan dan
atau perbuatiiri dan atau segala hasil
ItegiaLan dan perbuatan erolis dan atau
sensual yang berhubungan dengan
pornografi diLn atau pornoaksi. Di dalam
I'asal r ayaL 1 ditentuhan bahwa
pornograli adalah substansi dalam media
atau alat komunikasi yang dibuat untuk
menyampaikan gagasan-gagasan yang
rnengeksploiLasi seksual, kecabulan, dan/
atau erotika. Sedangkan pada ayat 2

ditenlukan pornoaksi adalah perbuatan
rnengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/
atau erotil<a dimuka umum.

Selaniutnl,a sebagai satu kesatuan proses,
maka Lahap kebiiakan perl-arna dapat pula
disebut sebagai tahap kebiiakan legislatif
yang merupakan tahap paling strategis.
Dari tahap kebiiakan legislatif inilah
diharapkan adanya suatu garis pedoman
untuk tahap-lahap berikutnya. Ketentuan
pidana dan pertanggungiawaban pidana
dalarn ltUU APP oleh tim penyusun I{UU
sudah digodok sedemikian rupa dengan
masukan-masukan dari MUI Pusat,
I<alangan ulama/tokoh masyarakat dan
instansi-iirsLansi terkait.

Sisl-em perumusan perbuatan yang dapat
<lipidana clalarn ltUU Ai'}l'} lieLentuan diatur
dalam llab II tenlang Larangan Pornografi
(Pasal 4-2d, Larangan Pornoaksi (Pasal
25-33) yang pada intinya memuat
kelenLuan antara lain sebagai berikut:
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Larangan Pornografi

Pasal 4:

Setiap orang diiarang rnembuat tulisan,
suara atau rekaman suara, film atau yang
dapat disamakan dengan lilm, syair 1agu,
puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang
mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh
tertentu yang sensual darf orang dewasa.

Pasal B:

Setiap orang dilar-ang membuat tulisan,
suara atau rekaman sllara, film atau yang
dapat disamakan dengan lilm, syair lagu,
puisi, gambar, foto, dan/aLau lukisanyang
mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang
yang melakukan masturbasi atau onani.

Pasal r9:

Setiap orang dilarang menyiarkan,
memperdengarkan, rnempertontonkan
atau menempelkan tulisan, suara atau
rekaman suara, film atau yang dapat
disainal<an dengan film, syair lagu,
puisi,.gambar, foLo, dan/atau lukisan yang
mengeksploitasi al<tiviLas anal<-anak dalam
melakukan masturbasi atau onani melaiui
media massa cetak, rnedia massa elektronik
dan/atau alat komunikasi medio.

Larangan Pornoaksi

Pasal z5:

(t) Setiap orang dewasa dilarang mem-
pertontonkan bagian Lubuh tertentu
yang sensual.

(z) Setiap orang dilarang menytruh orang
lain untuk mempertontonkan bagian
tubuh Lertentu yang sensual.

Pasal zB:

yang menyerupai kegiatan hubungan
seks di muka umum.

(z) Setiap orang dilarang menyuruh orang
iain untuk rnelakukan hubungan seki
atau gerakan tubuh yang menyerupai
kegiatan hubungan seks di muka
umum.

Pasal 3r:
(r) Setiap orarrg diiarang menyeleng_

garakari acara pertunjukan seks.
(z) Setiap orang dilarang menyeleng_

garakan acara pertLlnjukan seks
dengan melibatkan anak-anak.

z, I(etentuan pidana Dalam RUU
API'

Perumusan perbuatan yang dapat dipidana
dalam l{UU APP ketentuan diatur dalam
llab IX tenlang Ketentuan Pidana (pasal
5B-9o), yang pada intinya memuat
ketentuan antara lain sebagai beril<ut:

I'asal 58:

Setiap orang yang dengan sengaja
membuat tulisan,suara atau rekarnan
suara,film aLau yang dapat disamakan
dengan film,syair lagu,puisi,
gambar,foto,dan/atau lukisan yang
mengeksploiLasi daya tarik bagian tubuh
tertentu yang sensual dari orang dewasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat r (satu) tahun dan paling lama 5
(lima)rahun dan/atau pidana denda paling
sedikit ltp.roo.ooo.ooo,- (seratui juti
rupiah) dan paling banyak
Rp.5oo.ooo.ooo,- (iima ratus juta rupiah).

Pasal 66:

Setiap orang dilarang menyiarkan,
memperdengarkan, mempertontonl<an
atau menempelkan tulisan, suara atau
rekaman slrara, film atau yang dapat
disamakan dengan filnr, syair lagu, puisi,
gambar, foto dan/atau lukisan yang
mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh
tertentu yang sensual dari orang dewasa
melalui media massa cetak, media massa
elektronik dan atau alat komunikasi medio

(r)

(z)

Setiap orang dilarang meriari erotis
atau bergoyang eroLis di muka urtum.
Setiap orang dilarang menl,uruh orang
lain untuk ruenari erotis aLau
bergoyeing erotis di muka rrrnum.

Pasal 13o:

(t) Setiap orang dilarang melal<ukan
hubungan seks atau gerakan tubuh
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sebagaimana dimaksud dalarn Pasal tz
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat z (dua) tahun 6 (enam) buian atau
paling lama rz (dua betas)tahun dan/
atau pidana denda paling sedikiL
Itp.3oo.ooo.ooo,- (liga ratus ir.rta rupiah)
dan paling banyak I{p.z.o<lo.ooo.ooo,-
(dua milyar rupiah).

Pasal

(t) Setiap orang yarrg rnenyiarkan,
memperdengarkan, mernpert onton-
kan atau menempelkan tulisan, suara
atau rekantan sLrara, liirn atau vang
dapat <iisamakan dengan lilrrr, syair
lagu, puisi, gambar, foto dan/atau
lukisarr yang mengeksploitasi aktir,,iLas
anak-anak dalanr rneliikukan
masturbasi atau onani rnelalui rnedia
massa celak, nredia rnassa elektronik
dan/atau alat kornunikasi medio
sebagairnana dirnalisrlcl clalaur I)asiil r 9
ayat (r) dipidana clengan pidana
penjara paling, singl<at 4 (entpat)
tahurn cian p:rling lanra zo (ch.ra prllLrh)
tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit ltp 4oo.ooo.ooo (empal ratus
juta rupiah) darr paling banyak
l{p :l.ooo.oorl.00o (tiga rnilyar
rupiah).

Semua delik dari l'}asal 5fi sampai Pasal 9o
di atas dapat kita ketahui bahwa pelaku
diancam dengan pidana minimum khusus
dan keten[uan maksimurn khusus serta
ancaman pidananya dirurnuskan secara
kumulatif (pidana penjara dan pidana
denda). Dari ketentuan pasal-pasal di atas
terlihat bahu,a piclana penjara paling
singkat r (siiLu) l"ahun dan palirrg lama zo
(dua puluh) tahun, pidarra denda paling
sedikit roo iuta rupiah dan paling banyak 3
milyar rupiah.

Mengingat kualitas sifat jahat dari
perbuatan-perbua tan van g dikriminalisasi-
kan clalan'r l{Utl API, in i rnasih
mengundang perbedaan pendapat anlara
yang pro dan kontra rnaka perlr-r dihindari
penggunaan ienis pidana perampasan
kemerdekaan (pidana peniara) yang cukup
berat apalagi ditambah dengan pidana
denda maksimum sampai 3 milyar rupiah.

Pansus IIUU APP (Kompas, Senin 13 Maret
zoo6) akhirnya merevisi sejumlah pasal
yang selama ini menimbulhan perdebatan
di masyarakat. Draf I{UU yang baru tidak
lagi mengatur, antara lain, soal sanksi
pidana dan pembentukan baclan
antipornografi dan pornoaksi nasional.
Pansus telah memangkas drat lama dari rr
bab rneniadi t] bab. Jumlah pasalpun
dil<urangi dari 93 pasal rnenjadi tinggal t3z
pasal.

Multi-interpretasi pasal-pasal rnemung-
kinkan ketidakterLiban dalam pelaksanaan-
nya: Pasal-pasai dalarn l{lJU Alrp yang
mulLitafsir perlu direvisi dan Iebili
dilbkuskan agar rnemuaL pasal-pasal yang
belurn ada dalam perundang-unclangan
yang sudah ada.

:1. 'l'injauan dari aspek kebijakan
hukurn pidana

Pencantunran llab rnengenai ketentuan
pidana rrxrrnirng serring terlihat pacla bagian
althir kebanyakan produl< perundang-
undangan. Seolah-olah dirasakan kurang
sempurna apabila suatu produk perundang-
undangan atau Lancangan undang-undang
disajikan tanpa ketentuan pidana. Ilahkan
terkadang dilatarbelakangi oleh suatu sikap
bahwa kurang ada iaminan apabila suatu
produk perundang-undarrgan atau
rancangan undang-undang tanpa
ketentuan pidananya.

Menurut responden guru besar hukum
pidana llnila, pencantuman bab mengenai
[<eLenLuan pidana biasanya nrenrang sering
ditempatkan pada bagian al<hir produk
perundang-undangan. Dilihat secara
dogmatis, sanl<si pidana merupakan sanksi
yang paling Lajam yang sering disebut
sebagai senja[a pamungkas (Ultimum
l{ernediurn ), maksudnya jangan
menggunakan trukum pidana untul<
memidana perbuatan/unLuk mencapai
sua[u tujuan yang dapat dicapai lebih
efektif dengan sarana lain yang lebih
ringan.
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Ditambahkan lagi oleh responden hakim
I']engadilan Negeri T'g. Karang, bahwa
apabila dilihat dari kebiji.rkan hukun'r
pidana, asuursi kebiiakan tidak selalu tepat
artinya penggunaan sarana penal (sanksi
hulium pidana). I)nlan.i upaya penang-
gulangan keiairaLan bukan merupakan
keharusan atau tidak bersi{at absoluL.
Penggunaan sarana penal dalam mengalur
rnasyarakat pada hakekat-nya merupakan
bagian dari kebijakan kriminal.

a) 'l'iniauan dari aspek kebijakan ibrrnulasi
hukurn pidana dalam l{UU App
menurut responden Kasatreskrim
Poltabes Bandar Lampung berpendapat
bahwa sangal banyak sekali perbuatan
yang dapat dipidana sebagaimana
dicantumhan dalarn Pasal 4-Irasal z4
tentang larangan pornogra{i dan Pasal
25 l)asal 33 tentang lar:rngan
pornoaksi sehingga lerkesan terlalu
berlebihan daiarn pengguna:in sanhsi
pidirnil, )itltg nitrrtirrlir I('ntu.i uqa
mempengaruhi proses penegakan
hukum lerutama tugas penyidih lebih
berat dan rumit. l{esponden dosen
hukunr pidana rnenanibahkan dalam
aspek kebijakan hukurn pidana,
penjatuhan hukum/sanksi pidana
hanya rnerupakarr subsislem dari
sarana l<ontrol sosial yang Lidak
mungkin mengalasi masalah
keiahatan sebagai rnasalah kemasya-
rakatari yang sangat kompleks yaitu
sebagai masalah sosioekonomi,
sosiopolitik, sosiokultur, dan sebagai-
n.va. Sislem pernidanaan bersifaI
individual tidal< bersiiat strukttiral atau
iungsional.

3.3 ltaktor l'enghambart daltrm Penen-
tuan Kebiiakan liorrnulasi Hukum
Pidana terhadap Upaya
Penanggulangan't'indak pidana
dalamllUU Antipornografi dan
Pornoaksi

Soerjono Soehanto (r9{t3: 5) rnengakui
adanya beberapa lal<tor yang berperan
dalam penegakan hukum yaitu: faktor

hukumnya sendiri, faktor aparat penegak
hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor
rnasyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam
penelitian irri penentuan kebijakan
formulasi hukum pidana Lerhadap upaya
penanggulangan tindak pidana dalam ltUU
APP mertrpakari bagian dari faktor hukum
nya sendiri yang nantinya berperan dalam
penegakan hul<um pidana.

F'aktor penghambaL dalam penentuan
kebijakan formulasi hukum pidana
terhadap upaya penanggtrlangan tindak
pidana dalan.r ltUU APP menrlrut
responden jaksa bahwa : pornografi
menurul masyarakat Indonesia bersilat
"intangible" definisinya sangat lentur.
I'erbedaan kebudayaan dan kebi.f akan lokal
di Indonesia yang beraneka ragam.
Standar kesopanan yang ber:beda-beda di
setiap tempat, contohnya adab kesopanan
berpakaian di Aceh berbeda dengan
l<ebiasaan di Papua. 'l'idal< adanya
s i :rnclarisasi yan g tegas rnengenai niIai-niiai
pornografi di masyarakat, kemudian
kebudayaan hukum masyarakat yang
I<urang disiplin, conloh pembatasan usia
rninimum dikesampingkan.

Faktor penghambat ini ditambahkan oleh
responden iaksa, hakim dan penyidik yang
lain mengatakan bahwa RUU APP bersilat
overlapping dengan pasal-pasa1 yang
sudah ada di KUFIIT. Pornografi dapat
dipandang dari berbagai sisi sehingga
mr-rltitafsir yang nantinya dalam
penerapannya memungkinkan banyak
penyimpangan. Conloh, pelarangan
pemakaian busana minim dalam pasal
I{UU Al']l'] akan menirnbull<an aturan-
aLuran baru dimana dan kapan saja
penggllnaan baf u renang, seperLi bikini atau
kemben dapat digunakan dan dapatkah
produsen baiu minim dan "tengtop"
dianggap memperbanyak sarana
pornografi. Seorang ibu yang mengeluar-
kan payudaranya untuk menyusul<an
anaknya bisa dikategorikan melanggar
Pasal z5 ltllu A1,1,.
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Demikian juga halnya, menurut
Nursyahbani K. lleberapa panelis dalarn
diskusi inengenai l{tltJ APl) (Kompas 4
Maret zoo6) berpendapaI bahwa l{UU ini
sarat mengandung sesal pikir, alur
pemikiran dalaur l{Uti ini dilandasi pola
pikir yang cenderung paranoid dan para
penyusunnya mengaiami amnesia karena
melupakan kondisi riil sosiokulLur
masyarakal- Indonesia selama ini. ltUU ini
merupal<an pengembangan delik kesusilaan
yang ada di dalam KUlII'}. Aturan KUI-IP
itu sendiri iuga Lidah dengan.ielas menga[ur
soal kejahatan terhadap kesusilaan atau
kesopanan. Contohnya, tidak ada
penielasan rinci rnengenai yang dianggap
melanggnr kesopanan. Akibatnya terbuka
peluang in terpretasi "pelanggaran
kesopanan" secara subiel<til sehingga .jika
ini diterrrpkan .justru rnernunculhan
kelidakpaslian trr-rkuni bagi rnasyarakat.

IV. trtiN[I't'Ut,

IJerdasarkan hasil perrelitian dan
pembahasan dapaL ditarik kesiurpulan
sebagai beril<ut:

1. Kebiiakan Kriminal dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana dalam
l{ancangan Undang-Undang Anti-
pornograli dan Pornoaksi.

Upaya penangglr)angan kejahatan
secara garis besar dapat dibagi menjadi
dua, yaitu leu,at iah.rr penol dan iewat
ialur non-penal.Pernbentuk undang-
undang sudah rnenyusun RUU API']
dengan muatan sarrksi pidananya,
maka orientasi kebijakan ini lebih
mengedepankan upaya penal dalan-r
penanggulangan tindak pidana
pornografi dan pornoaksi. Kebijakan
kriminal (crintinal policy) yang
mencakup pendekatan penal melalui
sistem peradilan pidana, dengan
sendirinya akan bersentuhan dengan
kriminalisasi lrang mengattLr rlrang
lingkup perbuatan yang bersifat
melawan hukum, pertanggung-

jawaban pidana dan sanksi yang dapat
dijatuhkan baik ben.rpa pidana
(punishrnerLL) maupLrn tindakan
(treatment). ltUU AtrP terdiri dari XI
Ilab q:; pasal yang memual pasal-pasal
yang belum ada dalam KUIIP

2. Kebijakan liormulasi Hukum pidana
dalarn Penentuan PerbuaLan, pidana
dan Pertanggungjawaban lridana
dalain l{ancangan Undang-Undang
An tipornografi dan Pornoal<si.

Kebiiakan formulasi atau legislatif,
yaitu suatu perencanaan atau program
dari pembuat undang-undang dalam
menghadapi problern l<eiahatan
pornograli dan pornoaksi. I)erumjudan
dari Lahap kebijakan legislarif/
forrnulatif cla larn penen Iuan perbuatan
pidana dan pertangungiar,r,aban pidana
darlani IlllIl AI,P, terdiri dari:

a. l{uang Iingliup perbr_iatan yang
d:rpat dipidana

l{uang lingkup pengaturan
polnograli dan pornoaksi yaitu
segala benLuk kegiatan dan atau
perbuatan dan atau segala hasil
kegiatan dan perbuaLan erotis dan
atau sensual yang berhubungan
dengan pornografi dan atau
pornoaksi. Pornografi adalah
subs[ansi dalam media alau alat
kornunikasi yang dibuat untuk
menyampaikan gagasan-gagasan
yarlg mengel<sploitasi seksual,
ki:cabiilan, dan/atau erotika.
Sedangkan pornoaksi adalah
perbtiatan rnengeksploitasi seksual,
kecabulan, danfatau elotika
dimuka umllm. Sistem perumusan
perbuatan yang dapat dipidana
dalam I{UU APP diatur dalam Ilab
II tentang Larangan Pornografi
(I']asal 4-24), Larangan Pornoaksi
(l']asa1 25-39)

b. Ketenluan I'idana dalam tfUU APP

Perumusan perbuatan yang dapat
dipidana dalam l{UU APP
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ketentuan diatur dalam llab iX
tentang Ketentuan Pidan;r (Pasal

SU-go). Semua deiik dari Pasal 58
sampai I'asal 9o dilentukan bahwa
pelaku diancam dengan pidana
minimum khusus dan kelentuan
maksimum khusus serta ancaman
pidananya dirumuskan secara
]<urnulatil (pidana penjara dan
pidana denda). Dari ketentuan
pasal-pasal ini teriihat bahwa
pidana penjara paling singkat r
(satu) tahun dan paling lama zo
(dua puluh) tahun, pidana denda
paling sedikit roo jula rupiah dan
palirrg banl,ak 13 rlilylr rupitrh.

c. f injauan dari aspek kebijakan
hukum pidana

l)ilihat secara dogrnatis, sanksi
pidana merupakan sanksi yang
paling taiam disebut seltagai senjata
panrungkas (IJltim urn l{err:edium),
rnaksudnya jangan menggunakan
hukum pidarra unLul< memidana
perbuatan/untuk mencapai suatu
tujuan yang dapat dicapai lebih
efektif dengan sarana iain yang
lebih ringan.Penggunaan sarana
penal dalam rnengatur masyarakat
pada hakekatnya rnerupakan
bagian dari kebijakan kriminal.
I)erumusan pidana dan pemidanaan
dalam ltuU r\PP sudah jar-rh
berbeda dengan aturan yang ada
dalam KUIII'.

:1. Faklor I?enghambaL dalam Penentuan
Kebiiakan liormulasi llukr-rm Pidana
Terhadap Upaya Penanggulangan
Tidak Pidana Dalarrr l{ancangan
Undang-undang AnLipornografi dan
Pornoaksi.

Faktor penghambat dalarn peuenLuan
kebijakan formulasi hukum pidana
terhadap upaya penanggrrlangan tindak
pidana dalam I{IIIl AIll'} antara lain
adalah: porrrografi rnenurut nasyarakat
Indonesia bersifaL "intangible" definisinya
sangat lentur. Perbedaan kebudayaan dan

kebiiakan lol<al di Indonesia yang beraneka
ragam, standar kesopanan yang berbeda-
beda di setiap tempat, tidak adanya
standarisasi yang tegas mengenai nilai-nilai
pornografi di masyarakat, kemudian
kebudayaan hukum masyarakat yang
kurang disiplin. I{UU APP bersifat
ouerlapping dengan pasal-pasal yang sudah
ada di KUIIP, RUU ini merupakan
pengem-bangan delik kesusilaan yang ada
di dalam KUIII'.

Diharapkan kepada pemerintah untuk
segera menggundangkan RUU AI)P dan
mengeluarl<an Peraturan Pelaksanaannya.
Kriminalisasi halus dilakukan secara hati-
hati, jangan sarnpai menirnbulkan represif
yang n-relzinggar prinsip ultirnum
remediurn dan rnenjadi burnerang dalarn
kehidupan sosial.
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